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ABSTRAK 
Anik Rahmawati 
NIM. F0304030 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak 
terhadap  penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak ini merupakan upaya untuk 
penegakan hukum ditinjau dari apakah penerimaan pajak dari masing-masing 
wajib pajak mengalami perbedaan dalam hal ini meningkat. Dalam penelitian ini 
ingin diketahui apakah ada perbedaan antara nominal penerimaan Pajak 
Penghasilan Badan dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan pada 
periode tahun pemeriksaan (2007) dan periode 1 tahun setelah pemeriksaan 
(2008). 
Dari analisis yang dilakukan dengan Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 
diketahui bahwa data tentang rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan (CIT)   
dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan (CITS) dari masing-masing 
wajib pajak menunjukkan distribusi data normal. Oleh karena itu, digunakan uji 
beda T-test dengan sample berhubungan untuk menganalisis data ini. Dari analisis 
uji beda T-test dengan sample berhubungan ini diketahui bahwa ada perbedaan 
antara penerimaan Pajak Penghasilan Badan (CIT) yang menunjukkan suatu 
peningkatan untuk masing-masing wajib pajak secara nominal. Namun, 
peningkatan nominal tersebut tidak diikuti dengan rata-rata rasio Pajak 
Penghasilan Badan terhadap penjualan (CITS). 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah pemeriksaan pajak pada nominal 
Pajak Penghasilan Badan dan rasio PPh Badan  penjualan mempengaruhi  
peningkatan penerimaaan pajak. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan 
secara nominal diperoleh dari peningkatan atas laba yang cenderung naik dari 
tahun ke tahun. 
 
 
 
Kata kunci: Penerimaan Pajak, Pemeriksaan Pajak
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam kondisi negara yang sedang mengupayakan pemulihan ekonomi 
(recovery), pemerintah Indonesia mengharapkan pajak dapat memberikan 
kontribusi yang besar dalam pendapatan negara. Dengan upaya peningkatan 
penerimaan pajak secara optimal, maka defisit anggaran dapat dikurangi. Peranan 
penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Penerimaan 
dari pajak merupakan sumber utama pendanaan APBN. 
APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) tahun 
2006 menyebutkan total penerimaan Rp 659,11 trilyun, sedangkan penerimaan 
dari pajak Rp 423,45trilyun atau 65 % dari APBN-P. Penerimaan pajak ini terdiri 
dari PPh migas Rp 38,68 trilyun, PPh non migas Rp175,01 trilyun, PPN dan PPn 
BM Rp 132,87 trilyun, sedangkan PBB Rp 18,15 trilyun, BPHTB Rp 4,38 trilyun, 
Cukai Rp 38,52 trilyun, dan lainnya Rp 2,59 trilyun. Jenis pajak pusat yaitu PPh 
(Pajak Penghasilan), PPN dan PPn BM, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), 
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), Cukai dan Bea Materai 
(Hanggono, 2007).  
Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa peranan pajak akan semakin 
menentukan bagi jalannya roda pemerintahan saat ini dan di masa yang akan 
datang. PPN merupakan pajak yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan 
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dibandingkan pajak-pajak pusat lainnya. Besarannya PPN juga akan 
mempengaruhi besarnya PPh. Ketidaktaatan dalam penghitungan dan pembayaran 
PPN mengakibatkan ketidaktaatan juga dalam penghitungan dan pembayaran PPh. 
Hal ini disebabkan salah satu dasar pengenaan PPh adalah laba usaha, dimana laba 
usaha tersebut dihitung dari penjualan yang telah dimanipulasi. 
Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak, dilakukan melalui pengawasan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas kuasa pasal 29 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2000, pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dilakukan melalui 
pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk 
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan 
(SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar self assessment system , dimana 
proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah 
informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan 
informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai 
pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi. 
Surat Pemberitahuan  Tahunan (SPT) PPh Badan yang disampaikan Wajib 
Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak harus dilampiri dengan Laporan Keuangan, baik 
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yang diaudit maupun  yang tidak diaudit. Laporan Keuangan yang telah diaudit  
lebih dapat dipercaya karena telah diverifikasi oleh pihak yang independen yaitu 
Akuntan Publik yang telah diberi wewenang oleh pemerintah melalui undang-
undang No.34 tahun 1954 untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa 
independen (Nahrawiyah, 2007). 
Dalam melakukan audit, akuntan publik melakukan penilaian atas 
kewajaran dari laporan keuangan suatu perusahaan, apakah laporan keuangan 
bebas dari kesalahan yang material dan telah disajikan  sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang diterima umum serta telah diterapkan secara konsisten. Hasil akhir 
dari proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik  adalah 
memberikan pendapat (opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut). 
Laporan keuangan yang telah diaudit tidak dapat digunakan secara 
langsung pada perhitungan pajak yang  terhutang  disebabkan karena adanya 
perbedaan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan perpajakan. Namun 
laporan keuangan yang telah diaudit dapat dimanfatkan oleh  pemeriksa pajak 
untuk membantu kecepatan pemeriksaan dan keakuratan hasil pemeriksaan. 
Dipandang dari sisi hubungannya dengan pemulihan ekonomi untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat, pajak memiliki hubungan timbal balik. Pajak 
bisa dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan di sisi lain 
kesejahteraan rakyat menentukan  bagaimana  seharusnya  sistem  pajak didesain. 
Sebab di dalam kebijakan perpajakan terdapat unsur keadilan  yang  harus 
diperjuangkan. Selain itu di  dalamnya  terdapat  fungsi  anggaran  dan  fungsi 
regulasi, yang harus berperan secara seimbang. 
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Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut, salah satu yang 
menjadi pusat perhatian adalah institusi penerima pajak, dalam hal ini adalah 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak 
adalah tercapainya penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat 
penerimaan pajak aktual (actual revenue) dengan penerimaan pajak potensial. 
Dengan kata lain, tidak ada selisih antara penerimaan aktual dengan penerimaan 
potensial, yang sering disebut dengan tax gap. Fesler dalam Gunadi (2005), 
menyatakan bahwa besarnya tax gap ini mencerminkan tingkat kepatuhan 
membayar pajak (tax compliance). 
Secara umum, kinerja penerimaan pajak di Indonesia yang juga 
mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat, menunjukkan kecenderungan 
semakin meningkat dengan cukup signifikan. Hal ini juga tercermin dari tax ratio, 
yakni rasio total pajak terhadap PDB, yang mengalami peningkatan sebagaimana 
terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel I.1 
Perkembangan Penerimaan Pajak, Peranannya Terhadap 
Penerimaan dalam Negeri dan Tax Ratio 
Tahun Penerimaan Pajak 
(Trilyun rupiah) 
Tax Ratio 
(%) 
94/95 44,4 12,7 
95/96 48,7 11,7 
96/97 57,3 11,7 
97/98 70,9 12,3 
98/99 102,4 12,3 
99/00 112,8 10,2 
2000 115,8 11,7 
2001 185,3 12,6 
2002 216,8 12,8 
2003 247,3 13,8 
Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN  
Walaupun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, kinerja penerimaan 
pajak di Indonesia tampaknya relatif tertinggal dibandingkan negara-negara 
tetangga. Dilihat dari angka tax ratio, penerimaan pajak di Indonesia masih yang 
rendah di kawasan ASEAN sebagaimana terlihat dalam tabel. Terlebih lagi bila 
dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, dimana penerimaan pajaknya 
telah mencapai lebih dari seperempat total PDB, yakni masing-masing sebesar 
27,1 persen dan 26,4 persen. Tax ratio Indonesia juga masih dibawah angka rata-
rata internasional yang mencapai sebesar 20 persen (Teera dalam Gunadi, 2005). 
Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara yang berpendapatan per kapita 
lebih rendah, tax ratio Indonesia masih dibawahnya. Sebagai contoh Pakistan dan 
Sri Langka yang masing-masing memiliki tax ratio sebesar 13,76 persen dan 19,8 
persen. 
  
6 
6 
Tabel I.2 
Tax Ratio Beberapa Negara Asia 2001 
Negara  Tax Ratio (%) 
Indonesia  12,6 
Philipina 13,1 
Thailand 14,1 
Malaysia 14,3 
Singapore 16,3 
China 15,9 
Korea Selatan 26,4 
Japan 27,1 
Sumber:  Gunadi. 2005 
 
Rendahnya angka tax ratio di Indonesia tersebut mencerminkan rendahnya 
tax compliance masyarakat, sehingga jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan 
masih relatif sedikit dibandingkan dengan basis pajak (tax base) yang ada. Namun 
di lain sisi, relatif rendahnya jumlah pajak yang dikumpulkan dibanding dengan 
basis pajak yang ada, memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak 
selanjutnya. Dengan kata lain, masih tersedia ruang bagi pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan pajak. 
Dalam salah satu rekomendasi dari IMF yang tertuang dalam Letter of 
Intents (LoI) tahun 1999, dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan 
penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan coverage pemeriksaan pajak (tax 
audit coverage ratio). Hal ini perlu dilakukan, mengingat pemeriksaan pajak 
mempunyai peran yang sangat strategis sejalan dengan fungsinya yang lain, yaitu 
(i) untuk tujuan edukasi, yaitu dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan 
kesalahan karena kurang memahami ketentuan-ketentuan perpajakan, (ii) untuk 
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tujuan pendeteksian pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja 
(tax evader), (iii) untuk tujuan pencegahan (preventive) terhadap Wajib Pajak lain 
yang bermaksud melakukan pelanggaran. 
Upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut, salah satu yang menjadi 
pusat perhatian adalah institusi penerima pajak, dalam hal ini adalah Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP). Tujuan utama setiap institusi pemungut pajak adalah 
tercapainya penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat 
penerimaan pajak aktual (actual revenue) dengan penerimaan pajak potensial. 
Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan 
penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan 
pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan 
(SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar sistem self assessment, dimana 
proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah 
informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan 
informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai 
pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi 
B. Rumusan Masalah 
 Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak agar tidak terjadi penyelundupan oleh WP yang diperiksa.  Pendapat 
tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari 
fungsi pengawasan self assessment system. Dari identifikasi tersebut dapat 
dirumuskan masalah yaitu apakah pemeriksaan pajak mempengaruhi peningkatan 
penerimaan pajak? 
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C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan mengetahui perbedaan 
jumlah penerimaan pajak yang diterima antara periode dilakukan pemeriksaan 
(2007) dan setelah dilakukan pemeriksaan (2008). 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut:  
1. Manfaat akademis : dapat membuka wacana baru tentang upaya-upaya 
optimalisasi penerimaan pajak melalui pemeriksaan pajak. 
2. Manfaat praktis : dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak 
beserta jajaran dibawahnya dalam hal membuat peraturan tentang tata cara  
pemeriksaan pajak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pajak 
Leroy Beaulieu dalam (Judisseno, 2002) menyatakan “L’import et 
la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique 
exige des habitant ou des biens pur subvenir aux depenses du 
Gouvernment”. Jika diterjemahkan adalah : “Pajak merupakan kontribusi 
langsung maupun tidak langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan 
oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang 
untuk pembiayaan negara”. Pajak menurut Smeets dalam Waluyo dan Iljas 
(2002) adalah pajak  adalah  prestasi  kepada  pemerintah  yang  terutang  
melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa  
adanya  kontra  prestasi  yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal yang 
individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
Feldmann dalam Walujo dan Iljas (2002) menyatakan bahwa pajak  
sebagai  prestasi  yang  dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 
pengusaha (menurut norma - norma yang ditetapkannya secara umum), 
tanpa adanya kontra prestasi, dan semata - mata digunakannya untuk 
menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Seligman dalam Walujo dan 
Iljas (2002) menyatakan bahwa  Tax is compulsory contribution from the 
person, to the government to depray the expenses incurred in the common 
interest of all, without reference to special benefit conferred 
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Mansury (1996) mengutarakan bahwa azas-azas perpajakan 
merupakan pedoman yang penting di dalam membuat pertimbangan serta 
kebijaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan pajak. Oleh karena itu, 
sering dijumpai jika di dalam menentukan jenis pajak yang karena suatu 
hal si perancang peraturan kurang memahami adanya azas-azas 
perpajakan, pada akhirnya pajak yang diterapkan atau dilaksanakan 
tersebut mengalami beberapa hambatan, bahkan juga sampai kepada 
kegagalan dalam pemungutan. Dalam literatur banyak dikemukan 
beberapa pendapat yang menguraikan mengenai azas - azas atau prinsip - 
prinsip perpajakan ini. 
Di samping azas-azas yang disarankan oleh Adam Smith tersebut 
masih ada beberapa azas lain yang penting yang disarankan oleh beberapa 
ahli seperti yang disarankan oleh Davey (1988) adalah sebagai berikut : 
a. Kecukupan dan Elastisitas 
Pengertian kecukupan adalah sumber dari pajak yang akan dipungut 
tersebut harus menghasilkan penerimaan yang besar. Sedangkan 
elastisitas dimaksudkan merupakan suatu kualitas jenis pajak yang 
penerimaannya sejalan dengan perubahan tingkat inflasi dan 
Pendapatan Nasional Kotor (GNP). 
b. Keadilan 
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Pengertian keadilan adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah 
haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat. Sehingga 
azas keadilan yang dimaksudkan di sini berbeda dengan azas keadilan 
yang yang disarankan oleh Adam Smith, yang lebih memperhatikan 
kepentingan wajib pajak. 
c. Kemampuan administratif 
Kemampuan administratif yaitu sumber pendapatan berbeda baik 
dalam jumlah serta kondisinya. Kaitannya dengan kemampuan 
administratif saat kapan pemajakan dilakukan, apa saat memiliki suatu 
barang atau saat membelanjakan, sehingga perlu ada suatu kecermatan 
kemampuan administratif yang dapat menjaring pemajakan tersebut. 
d. Kesepakatan politis 
Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, untuk 
menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar 
pajak dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memaksakan 
sanksi kepada para pelanggar. Di sini kesepakatan politis akan 
berperan penting demi lancarnya pajak tersebut. 
Dari empat azas perpajakan yang disarankan Davey (1988) tersebut, 
dapat dilihat lebih mementingkan kepentingan pemerintah daripada 
kepentingan wajib pajak. Sedangkan azas pemungutan Pajak menurut Adam 
Smith lebih memberikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat. 
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Segala sesuatu mengenai pajak termasuk dalam kategori kebijakan 
fiskal. Mansury (1999) menyatakan bahwa suatu kebijakan fiskal bertujuan : 
a. Agar penerimaan negara dari pajak harus bisa diandalkan sebagai 
sumber belanja yang mandiri. 
b. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan 
pajak. 
c. Menjamin adanya kepastian. 
d. Kesederhanaan. 
e. Menutup peluang bagi penghindaran pajak dan atau penyelundupan 
pajak dan penyalahgunaan wewenang. 
f. Memberikan dampak yang positif kepada perekonomian nasional.  
Penerimaan  pajak  sendiri  merupakan  pemasukan  dana  yang  paling 
potensial  bagi  negara.  Karena besarnya pajak seiring dengan laju 
pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan 
penerimaan di luar pajak – seperti dari sektor Migas - sesuai dengan hukum 
alam, jika terus menerus  dieksploitasi  cenderung  akan  berkurang  dan  pada  
akhirnya  habis. 
Pajak adalah suatu kewajiban kewarganegaraan dan pengabdian serta 
peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai 
berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional untuk tujuan 
kesejahteraan bangsa dan negara. 
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B. Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan merupakan salah satu informasi akuntansi yang 
penting, baik bagi manajemen maupun bagi pihak luar perusahaan yang tidak 
mungkin mendapat informasi yang lebih rinci secara langsung atas posisi dan 
kondisi keuangan suatu perusahaan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 
1999) dinyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
neraca dan perhitungan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan serta 
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. 
Laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi manajemen 
sebagai pertanggungjawaban kepada para pemilik perusahaan atas pengelolaan 
perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan laporan keuangan 
tersebut, dapat diketahui berhasil tidaknya manajemen mengelola perusahaan 
terutama dilihat dari segi pencapaian laba yang cukup tinggi, terciptanya cara 
kerja yang efisien, terjadinya pengamanan aktiva perusahaan, struktur 
permodalan yang sehat serta dapat disusunnya suatu perencanaan yang baik 
untuk masa-masa yang akan datang baik dibidang keuangan maupun dibidang 
operasi perusahaan. 
Laporan keuangan dapat diperbandingkan untuk beberapa tahun 
sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang maju mundurnya 
perusahaan, perkembangan naik turunnya posisi keuangan perusahaan, hal ini 
merupakan informasi yang penting bagi manajemen untuk mengambil 
keputusan-keputusan dalam melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. 
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Disamping itu laporan keuangan secara rutin dapat digunakan oleh manajemen 
untuk: 
a. mengukur tingkat penambahan dan pengurangan biaya dari berbagai 
kegiatan perusahaan. 
b. mengukur tingkat efisiensi pada tiap-tiap bagian, proses produksi serta 
menetapkan besarnya keuntungan yang dicapai. 
c. menilai hasil kerja tiap individu sesuai dengan wewenang dan 
tanggungjawabnya masing-masing. 
d. menentukan perlu tidaknya digunakan prosedur atau kebijakan yang 
baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 
Disamping pentingnya laporan keuangan  bagi manajemen, masih ada 
lagi beberapa pihak yang turut berkepentingan terhadap laporan keuangan 
antara lain: 
a. Pemilik Perusahaan, pemilik perusahaan (pemegang saham) sangat 
berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya karena 
dengan laporan keuangan tersebut pemilik perusahaan dapat 
menganalisis dan menilai sukses tidaknya manajemen mengelola 
perusahaan. 
b. Investor, penanaman modal terutama jangka panjang dari investor turut 
mempengaruhi struktur keuangan/pemodalan perusahaan. Bagi para 
investor tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan laba yang lebih 
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besar dan kontinyu dari tahun ke tahun serta jaminan keamanan 
investasinya. 
c. Kreditor, sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak 
permintaan kredit dari suatu perusahaan maka para kreditur terlebih 
dahulu menganalisis tentang kemampuan perusahaan memperoleh laba 
seperti tergambar dalam laporan keuangan yang disajikan oleh 
manajemen. 
d. Pemerintah, pemerintah dimana perusahan itu berdomisili sangat 
berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan terutama dalam 
kaitannya dengan penetapan pajak, disamping itu penting untuk 
keperluan data bagi Biro Pusat Statistik, Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan sebagainya. Adanya 
kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan bagi 
seluruh subyek pajak, telah diatur dalam pasal 14 Undang-undang No. 
17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan pasal 28 Undang-undang 
No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Tugas ini bukan hanya wajib dilaksanakan oleh para wajib 
pajak tetapi juga menjadi tugas para akuntan untuk memainkan 
peranannya disini. Pembukuan dan pencatatan yang dibuat oleh wajib 
pajak, hendaknya harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan 
diterapkan secara taat azas dan dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. 
Untuk mengetahui apakah kewajiban ini telah dilaksanakan oleh wajib 
pajak, maka diperlukan adanya pemeriksaan oleh pihak ketiga yang 
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independent, yakni para akuntan publik yang akan memberikan opini 
apakah pembukuan/catatan yang dibuat oleh wajib pajak sesuai standar 
akuntansi keuangan atau belum.  Untuk memperjelas, disajikan contoh 
neraca dalam dalam laporan keuangan dalam tabel II. 1 berikut. 
        PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK 
   NERACA KONSOLIDASI 
     Per 31 Desember 2007 dan 2006 
(dalam ribuan Rupiah) 
 2007 2006 
Aktiva Lancar Rp Rp 
Kas dan Setara Kas 4.000.028.295 260.389.712 
Investasi Jangka Pendek 4.532.880 4.614.370 
Piutang Lain-lain 23.724.586 510.176.847 
Biaya Dibayar di Muka 6.325.678 7.743.030 
Pajak Dibayar di Muka 41.174.326 41.076.873 
Jumlah Aktiva Lancar 4.075.785.765 824.000.832 
Aktiva Tidak Lancar   
Dana Ditetapkan Penggunaannya 77.149.750 98.133.562 
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi 20.152.136 20.045.927 
Investasi Jangka Panjang Lainnya 116.844.693 117.612.443 
Aktiva Tetap   
Hak Pengusahaan Jalan Tol   
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan   
per 31 Desember 2007 dan 2006 sebesar   
Rp 1.452.529.055 dan Rp 1.195.436.711) 9.034.318.975 6.873.028.007 
Selain Hak Pengusahaan Jalan Tol   
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan   
per 31 Desember 2007 dan 2006 sebesar   
Rp 256.315.916 dan Rp 234.405.659) 84.046.017 79.215.409 
Aktiva Tetap Dalam Konstruksi 141.592.862 1.820.886.497 
Biaya Pelapisan Ulang Ditangguhkan 213.176.847 136.980.337 
Aktiva Lain-lain 84.160.116 285.794.075 
Jumlah Aktiva Tidak Lancar 9.771.441.396 9.431.696.257 
JUMLAH AKTIVA 13.847.227.161 10.255.697.089 
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 2007 (Rp) 2006 (Rp) 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS   
Kewajiban Lancar   
Hutang Usaha 96.358.295 40.003.175 
Hutang Kontraktor 164.860.195 253.992.941 
Hutang Pajak 59.895.377 23.190.950 
Hutang Lain-lain 40.566.395 55.178.028 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 224.698.363 260.350.547 
Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam 
Satu Tahun   
Hutang Bank 572.734.934 678.274.121 
Hutang Bantuan Pemerintah 14.442.902 40.628.095 
Kewajiban Kerjasama Operasi 1.763.202 1.980.833 
Hutang Obligasi 150.000.000  
Jumlah Kewajiban Lancar 1.325.319.663 1.353.598.690 
Kewajiban Tidak Lancar   
Pendapatan Diterima di Muka 26.048.399 22.523.323 
Kewajiban Pajak Tangguhan 352.703.670 302.554.153 
Kewajiban Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian   
yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun  1.960.235.613 
Hutang Bank 819.894.790 104.286.438 
Hutang Bantuan Pemerintah 63.658.342 79.237.208 
Kewajiban Kerjasama Operasi 36.791.805 3.705.556.982 
Hutang Obligasi 4.657.213.400 202.454.407 
Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian   139.586.064 
        Kuasa Penyelenggaraan 202.454.407 6.516.434.188 
Kewajiban Imbalan Kerja 148.458.470  
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 6.307.223.283 7.870.032.878 
Jumlah Kewajiban 7.632.542.945  
Hak Minoritas 239.368.332 117.339 
Ekuitas   
Modal Saham   
Nilai Nominal Rp 500 (Rupiah penuh) dan Rp 1.000.000   
(Rupiah penuh) pada 31 Desember 2007 dan 2006.   
Modal Dasar - 19.040.000.000 Saham dan 2.000.000 
Saham   
pada 31 Desember 2007 dan 2006.   
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 6.800.000.000 
Saham   
terdiri dari 1 Saham Seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999   
Saham Seri B dan 1.000.000 Saham Biasa pada   
31 Desember 2007 dan 2006 3.400.000.000 1.000.000.000 
Tambahan Modal Disetor 2.345.068.762 659.222 
Laba (Rugi) Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual 3.230 (385.630) 
Saldo Laba 230.243.891 1.385.273.280 
Jumlah Ekuitas 5.975.315.883 2.385.546.872 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 13.847.227.161 10.255.697.089 
Sumber: Jasamarga Indonesian Highway Corp. 2007 
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C.  Audit dan Pendapat Akuntan 
1. Audit 
Pelaksanaan audit membutuhkan informasi dalam bentuk yang dapat 
dibuktikan dan standar-standar atau kriteria-kriteria yang dapat dipakai oleh 
auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi tersebut. Informasi yang 
terukur dapat dimiliki berbagai macam bentuk, misalnya jumlah waktu yang 
dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas yang 
dibebankan kepadanya, jumlah biaya yang dibutuhkan dalam suatu tender 
pemerintah, atau perhitungan pajak penghasilan seseorang. 
Menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti adalah segala informasi 
yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi terukur 
yang diperiksanya tersebut memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 
Alasan satu-satunya dari auditor untuk mengumpulkan bahan bukti adalah 
agar dia dapat menarik kesimpulan mengenai apakah laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar dan agar dapat mengeluarkan laporan audit yang 
tepat. 
Apabila berdasarkan bahan bukti yang cukup, auditor menyimpulkan 
bahwa laporan keuangan tidak akan menyesatkan pemakai atas laporan 
keuangan tersebut maka barulah auditor akan mengeluarkan pendapat atas 
laporan keuangan yang diperiksanya. Jika kenyataan yang terjadi setelah 
pernyataan itu diterbitkan ternyata menunjukkan laporan tidak disajikan 
secara wajar, auditor mungkin harus membuktikan kepada pengadilan atau 
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badan lain yang berwenang bahwa ia telah melaksanakan audit. Sekalipun 
auditor bukanlah penjamin dan kewajaran laporan, dia wajib menyampaikan 
kepada pemakai apakah laporan itu disajikan secara wajar atau jika dia tidak 
dapat mengambil kesimpulan karena tidak cukup bahan bukti atau ada 
situasi tertentu yang menghambatnya, auditor wajib memberitahukan kepada 
para pemakai melalui laporan audit. 
Sekalipun manajemen bertanggungjawab atas penyimpangan laporan 
keuangan dan catatan kaki yang menyertainya, auditor boleh juga 
mempersiapkan suatu draf untuk klien atau memberikan saran-saran yang 
diperlukan. Jika manajemen tetap berkeinginan untuk mengungkapkan suatu 
laporan keuangan yang oleh auditor dianggap tidak wajar, auditor dapat 
mengeluarkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan 
pengecualian atau bisa juga menarik diri dari penugasan.  
Pernyataan Standar Auditing (PSA) 32, Standar Audit (SA) 316 
mensyaratkan agar audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai 
atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan. Konsep 
keyakinan memadai menunjukkan bahwa auditor bertanggungjawab untuk 
memastikan bahwa semua bukti dan biaya pelaksanaan audit akan naik 
sampai tingkat dimana audit tersebut secara ekonomis tidak layak. 
2. Pendapat Akuntan 
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan 
dibuatnya laporan audit (opini/pendapat akuntan) setiap kali kantor akuntan 
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publik dikaitkan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan. Standar ini 
mensyaratkan adanya pernyataan auditor secara jelas mengenai sifat 
pemeriksaan yang telah dilakukan dan sampai dimana batas 
tanggungjawabnya.  
Pendapat atau opini dari akuntan publik yang telah melakukan 
pemeriksaan atas laporan keuangan dapat dibedakan atas: 
a.  Pendapat setuju tanpa pengecualian (unqualified opinion) 
Istilah unqualified sering membingungkan banyak orang karena 
sering ditafsir sebagai tidak memenuhi syarat atau tidak qualified. Arti 
unqualified disini adalah tanpa qualification atau tanpa reserve apa-apa atau 
tanpa keberatan-keberatan. Dengan demikian, pendapat setuju hanya boleh 
diberikan apabila persyaratan-persyaratan yang berikut telah dipenuhi : 
1) Akuntan telah memenuhi norma pemeriksaan akuntan di dalam 
menjalankan tugasnya. 
2) Berdasarkan pemeriksaan tersebut akuntan mempunyai keyakinan 
bahwa : 
a) Laporan keuangan yang diperiksa memang layak dalam arti bahwa 
laporan keuangan tidak terlalu tinggi atau rendah (not materially over 
or understated) dan semua informasi yang diperlukan agar laporan 
keuangan tidak menjadi menyesatkan memang sudah tercantum. 
b) Laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan. 
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c) Standar akuntansi keuangan diterapkan secara konsisten dengan tahun 
sebelumnya. 
b. Pendapat setuju dengan  pengecualian (qualified opinion) 
Istilah qualified dan unqualified mengenai laporan akuntan sering 
disalahartikan karena qualified juga berarti bermutu baik atau memenuhi 
syarat. Qualified dalam qualified opinion berarti pendapat yang diberikan 
dengan qualification atau keberatan-keberatan. Keberatan- keberatan dapat 
diberikan karena adanya hal-hal yang berikut. 
1) Adanya pembatasan yang diberikan oleh langganan sehingga 
akuntan tidak dapat memeriksa sesuai dengan norma pemeriksaan  
akuntan, seperti larangan untuk mengirimkan permintaan 
konfirmasi mengenai jumlah saldo piutang. 
2) Adanya pos-pos tertentu yang cukup penting (material) yang 
disajikan secara tidak layak. 
3) Adanya pos-pos tertentu yang cukup penting yang disajikan tidak 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 
4) Adanya prinsip-prinsip akuntansi yang tidak diterapkan secara 
konsisten. 
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c.  Laporan Tanpa Pendapat  ( disklaimer of opinion) 
Jika akuntan tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup 
untuk menyatakan pendapat setuju atas laporan keuangan dan bukti yang 
tidak cukup tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 
laporan keuangan secara keseluruhan maka akuntan harus memberikan 
opini “tanpa pendapat” (disklaimer) atau penolakan memberikan pendapat. 
Pemberian pendapat ini dapat disebabkan oleh dua hal : 
1) adanya pembatasan luasnya pemeriksaan. Misalnya perkiraan 
piutang yang tidak boleh diperiksa merupakan salah satu aktiva 
yang sangat besar, sehingga bukan saja perkiraan ini yang kita 
kecualikan melainkan seluruh neraca diragukan kelayakannya, 
akuntan harus memberikan penolakan pendapat mengenai 
kelayakan neraca. 
2) adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu atau beberapa 
perkiraan tertentu, misalnya dalam hal menunggu putusan 
pengadilan mengenai pembayaran suatu klaim. Contoh lain adalah 
ketidakpastian mengenai angka-angka dalam laporan keuangan 
karena sistem pengendalian  intern yang lemah. 
d.  Pendapat tidak setuju  ( adverse of opinion) 
 Berbeda dengan “tanpa pendapat” dimana akuntan mempunyai 
keraguan yang besar atas kewajaran laporan keuangan, maka dalam 
pendapat tidak setuju, akuntan mempunyai keyakinan bahwa laporan 
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keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara tidak wajar. Juga 
seperti halnya dengan penolakan pendapat, alasan untuk memberikan 
pendapat tidak setuju harus dicantumkan dalam laporan akuntan. 
D.  Pemeriksaan Pajak 
Pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak dilakukan berdasarkan 
pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 (selanjutnya disebut UU 
KUP) memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk 
melakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji 
kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. 
Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tersebut , berdasarkan 
ketentuan pasal 31 UU KUP, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor: 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 
Perpajakan, terakhir disempurnakan dengan KMK No. 545/KMK.04/2000, 
tanggal 22 Desember 2000. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 29  UU KUP. Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain yang dilakukan baik 
di kantor (pemeriksaan kantor) maupun di lapangan (pemeriksaan lapangan). 
Pentingnya tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self 
assessment, tercermin dari pentingnya fungsi pengawasan itu sendiri yaitu 
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untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan yang dapat merugikan. 
Dengan sistem pengawasan yang baik memungkinkan dapat menjamin 
tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan system self assessment  
karena dapat memantau gejala penyimpangan serta dapat memilih variabel-
variabel  yang kritis dalam batas yang telah ditentukan dalam kebijaksanaan 
perpajakan, dan dapat menelusuri dan memonitor perkembangan kemampuan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya atas dasar ketentuan yang 
berlaku. 
Sistem kepercayaan dalam pengawasan (beliefs system) memberikan 
dorongan dan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat memenuhi 
kewajiban perpajakan secara mandiri dan memberikan laporan secara 
bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem self assessment. Tindakan 
pengawasan atas dasar sistem pembatasan (boundary systems) menentukan 
aturan permainan dan mengindetifikasi tindakan serta mencegah kesalahan 
atau penyimpangan yang memungkinkan dapat dilakukan oleh wajib pajak. 
Sedangkan sistem pengawasan interaktif (interractive systems) 
memungkinkan dapat mengoreksi atau membenahi kelemahan strategi kerja 
aparat perpajakan. 
1. Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Tujuan utama dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk 
menumbuhkan perilaku kepatuhan terhadap masyarakat wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan 
penegakan hukum yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan penerimaan 
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pajak. Pelaksanaan pemeriksaan secara operasional, pada dasarnya meliputi 
kegiatan untuk : 
a. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak, dalam hal 
SPT wajib pajak menyatakan kelebihan bayar, 
b. mengawasi dan membina kepatuhan kewajiban wajib pajak dalam 
memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, 
c. menguji kelengkapan dan keberatan material dari pengisian surat 
pemberitahuan, 
d. menentukan kepastian tentang keadaan wajib pajak yang sebenarnya 
baik dari segi administrasi maupun potensi fiskal.  
2. Jenis Pemeriksaan 
Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib 
Pajak (WP), namun karena keterbatasan tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal 
Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua WP. 
Berdasarkan ruang lingkupnya  pemeriksaan dapat dibagi menjadi dua 
yaitu pemeriksaan Sederhana dan pemeriksaan Lengkap. Pemeriksaan sederhana 
adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP untuk satu atau seluruh jenis 
pajak secara terkoordinir antar seksi dalam tahun berjalan atau tahun 
sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan 
yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan 
pemeriksaan, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu. 
Sedangkan pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap 
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WP untuk seluruh jenis pajak yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik 
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan 
dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. 
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-
01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak, jenis 
pemeriksaan pajak terdiri dari: 
a.  Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan 
terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan 
kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin diantaranya dapat 
dilakukan dalam hal: 
1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang 
menyatakan lebih bayar. 
2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi tidak 
lebih bayar 
3) Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 
bebas atau Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan 
pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar Wajib Pajak 
dari suatu KPP ke KPP lain. 
4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun 
telah dikirimkan surat tegoran dan tidak mengajukan permohonan 
perpanjangan penyampaian SPT. 
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5) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang 
pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
6) Wajib Pajak yang meminta  pemusatan tempat terutang PPN.  
b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan 
terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan 
secara komputerisasi. 
c. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap 
Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau 
pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh 
informasi atau data untuk tujuan tertentu. 
d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan 
atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib 
Pajak Domisili. 
e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 
yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu 
atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau 
keterangan untuk tujuan tertentu. 
f. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan 
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
g. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua 
atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang 
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memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha dan 
atau finansial. 
h. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit), yaitu 
pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai 
harta Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang merupakan objek sita 
sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-
undang Penagihan dengan Surat Paksa 
E. Kerangka Pemikiran  
 
 
 
 
Gambar II. 2  Self Assesment 
memperhitungkan 
membayar 
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Pemeriksaan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak 
self assessment. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
pemeriksaan pajak untuk nominal Pajak Penghasilan Pajak Badan (Corporate 
Income Tax/CIT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan 
badan terhadap penjualan (Tax Revenue based on Ratio of Corporate Income Tax 
to Sales/CITS). Di sini akan dicari perbedaan dari nilai CIT dan CITS tahun 2007 
dengan 2008, jika ada perbedaan yang signifikan berarti pemeriksaan pajak 
mempengaruhi penerimaan pajak. Karena akan dicari perbedaan yang signifikan 
dari nilai Pajak Penghasilan Badan (CIT) 2007 dengan 2008, serta perbedaan dari 
rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan tahun 2007 dengan 2008 maka 
variabel independen di sini adalah hasil pemeriksaan pada CIT dan CITS. 
Model penelitian untuk menunjukkan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap 
penerimaan pajak adalah:  
 
Variabel Independen         Variabel Dependen 
    Gambar II. 3 
Kerangka Hipotesis Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan  
 
 
Hasil Pemeriksaan Pajak 
untuk CIT dan CITS 
Penerimaan Pajak 
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B. Hipotesis Penelitian 
 Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalm memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jika wajib pajak patuh 
dalam membayar pajak akan didapat hasil meningkatnya penerimaan pajak oleh 
negara. 
 Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh yang baik tehadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu dapat menghindari terjadinya 
penipuan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Kepatuhan wajib pajak salah 
satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan pajak yang diterima 
oleh negara. Dari analisis tersebut dibuat hipotesis:  
Ho : Tidak ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan 
pajak penghasilan di KPP PMA Lima Jakarta  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian  
 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
deskriptif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perbedaan atas rata-rata 
penerimaan pajak dengan dilakukannya pemeriksaan pajak   
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang 
terdaftar di KPP PMA Lima Jakarta yang berlokasi di Jakarta Selatan. Populasi 
yang akan diteliti adalah laporan-laporan pemeriksaan pajak yang ada di KPP 
PMA Lima Jakarta tahun pemeriksaan 2007-2008. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 40 wajib pajak badan 
yang mempunyai data laporan pemeriksaan pajak yang ada di KPP PMA Lima 
dengan teknik probability sampling, double sampling, yaitu sampel atau sub 
sampel yang sama diteliti dua kali (Sularso, 2003)  
C. Definisi Variabel Penelitian 
 Variabel adalah sesuatu yang dapat mempunyai nilai berbeda dan beraneka 
ragam (Sekaran. 2000). 
Variabel dalam penelitian ini adalah: 
1. Daftar relatif rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal pajak 
penghasilan atau Tax Revenue based on Corporate Income Tax/CIT 
selama periode 2 tahun dikelompokkan menjadi: 
31 
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a. CIT 0  : rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal pajak 
penghasilan 2007. 
b. CIT 1plus : rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal pajak 
penghasilan 2008. 
2. Daftar rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan 
badan terhadap penjualan atau Tax Revenue based on Ratio of Corporate 
Income Tax to Sales/CITS selama periode 2 tahun yang dikelompokkan 
menjadi :  
a. CITS 0  : rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan 
badan terhadap penjualan 2007 
b. CITS 1plus  : rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan 
badan terhadap penjualan 2008 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 
mengumpulkan data dari KPP PMA LIMA Jakarta secara sekunder yaitu dengan 
studi observasional nonpartisipan, yaitu memahami perilaku tanpa secara 
langsung menanyakan kepada responden. Serta dengan metode dokumentasi yaitu 
mencari data tentang data atau variabel yang berupa catatan , transkrip dan lain-
lain. Dalam penelitian ini menggunakan data dari KPP PMA Lima Jakarta.  
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E.  Teknik Analisis Data  
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 
diperoleh normal atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan 
membandingkan probabilitas yang diperoleh (p) dengan taraf signifikansi 
a =0,05. Apabila p >a  maka data terdistribusi secara normal, sedangkan 
jika p<a  maka data terdistribusi secara tidak normal. 
2. Uji Beda t test dengan Sampel Berhubungan atau uji analisis Mann 
Whitney u test 
Pengujian hipotesis menggunakan alat independen sampel t test 
dengan sampel berhubungan untuk statistik parametrik dan terdistribusi 
normal, sedang bila distribusi data  tidak normal maka menggunakan alat 
uji analisis Mann Whitney u test. Alasan memakai analisis ini karena 
sampel yang diuji adalah data yang digunakan adalah data berpasangan. 
Untuk menentukan apakah H diterima atau ditolak, bisa diketahui dari 
nilai signifikansinya dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya (two 
tail). Jika nilai Sig./probabilitas lebih kecil dari tingkat probabilitas a   = 
0,05 maka perbedaan itu signifikan atau Ho ditolak. Sedangkan jika  nilai 
Sig./probabilitas lebih besar dari tingkat probabilitas  a   = 0,05 maka 
perbedaan itu signifikan atau Ho diterima. Dalam penelitian ini peneliti 
memakai level of significance α : 5%. . 
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F. Alat Bantu Analisis 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat Bantu analisis 
berupa program SPSS 12 for windows   untuk perhitungan uji normalitas, 
dan Uji beda T-test untuk sampel berhubungan, karena di sini meneliti 
jumlah rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan 
pajak. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum KPP PMA LIMA Jakarta  
 KPP PMA LIMA berdiri atas Keputusan Menteri Keuangan no 
443/KMK/01/2001/23 Juli 2001, dengan ketentuan Wajib Pajak (WP) yang 
ditangani oleh KPP PMA LIMA adalah WP yang bergerak di bidang agribisnis 
dan jasa yang sebelumnya ada di KPP PMA TIGA di seluruh cabang di Indonesia. 
Kegiatan operasional KPP PMA LIMA dimulai sejak tahun 2002 dengan adanya 
penunjukan kepala kantor pada Januari 2002. Kegiatan pelayanan WP sampai 
dengan Mei 2002 dilakukan dengan KPP PMA TIGA yang beralamat di Kalibata, 
Jakarta Selatan. Sejak Juli 2002, operasional dilakukan di Gedung Menara lantai 
9-10, Jalan MT. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan. 
Berdasar Keputusan Menteri Keuangan 587/KMK 01/2003/31 Desember 
2003, KPP PMA ENAM dibentuk. Sejak awal 2005, KPP PMA LIMA menempati 
gedung kompleks gedung pajak Jalan Kalibata Jakarta Selatan. Perpindahan ini 
dimaksudkan untuk menunjang kegiatan khusus peneraapan operasioanal dan tata 
kerja yang baru. Berdasar KMK 587/KMK 01/2002, KPP PMA LIMA 
mengadakan penyuluhan. 
Pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dalam bidang PPh, PPN, PPN 
BM dan Pajak Tidak Langsung dalam wilayah wewenangnya berdasar peraturan 
perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP PMA LIMA 
Jakarta mempunyai beberapa fungsi. 
35 
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a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi 
perpajakan dan penyajian informasi perpajakan. 
b. Penetapan dan penerimaan produk hukum perpajakan. 
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaaan dan 
pengolahan surat pemberitahuan dan penerimaan surat lain. 
d. Penyuluhan perpajakan 
e. Pelaksanaan registrasi WP 
f. Pelaksanaan ekstensifikasi 
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak 
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak 
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan 
k. Pelaksanaan intensifikasi 
l. Pelaksanaan administrasi KPP 
Susunan pelaksanaan KPP PMA LIMA Jakarta adalah: 
a. Sub bab umum 
b. Seksi pengolahan data dan informasi 
c. Seksi pelayanan 
d. Seksi penagihan 
e. Seksi penerimaan 
f. Seksi pemeriksaan 
g. Seksi pengawasan dan konsultasi Satu 
h. Seksi pengawasan dan konsultasi dua 
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Berdasar KMK 587/KMK 01/2003, Direktorat Jenderal Pajak 
mengeluaarkan keputusan Kep 67/…/2004/29 Maret 2004 tentang pendaftaran 
bagi wajib pajak tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena 
pajak tersebut. KPP PMA LIMA Jakarta menangani pemenuhan hak dan 
kewajiban waiib pajak yang tidak masuk bursa dan agribisnis, kecuali yang telah 
terdaftar pada KPP tempat WP berkedudukan. Wajib pajak yang terdaftar di KPP 
PMA LIMA Jakarta diklasifikasikan dalam lapangan usaha atau klu sebagai 
berikut. 
· Pertanian dan perburuhan dengan kode 01. 
· Kehutanan dengan kode 02. 
· Perikanan dengan kode 05. 
· Listrik, gas, uap dan air tanah dengan kode  40.  
· Pengadaaan dan penyaluran air bersih dengan kode  41. 
· Angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa dengan kode 60. 
· Angkutan dengan kode 61. 
· Angkutan udara dengan kode 62. 
· Jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan perjalanaan wisata 
dengan kode 63. 
· Pos dan telekomunikasi dengan kode 64. 
· Perantara keuangan kecuali dana pensiun dengan kode 66. 
· Jasa perantara keuangan dengan kode 67. 
· Jasa persewaan mesin dan peralatan operator barang-barang keperluan 
rumah tangga dan pribadi dengan kode 71. 
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· Jasa komputer dan kegiatan terkait  dengan kode 72. 
· Penelitian dan pengembangan dengan kode 73. 
· Jasa perusahaan lain dengan kode 74. 
· Administrasi pemerintah dan jaminan sosial wajib dengan kode 75. 
· Jasa pendidikan dengan kode 80. 
· Jasa kesehatan dengan kode 85. 
 
B. Statistik Deskriptif 
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak KPP PMA LIMA  selama 
tahun 2007 menghasilkan laporan hasil pemeriksaan pajak dengan rincian  
sebagai berikut:  
Keterangan Jumlah 
Perusahaan yang menyerahkan laporan 
keuangannya 
206 
Perusahaan lain telah meninggalkan Indonesia 
dan atau sebab lain yang menyebabkan 
perusahaan tersebut tidak perlu mendapat 
pemeriksaan pajak. 
5 
Jumlah Laporan Pemeriksaan pajak 
perusahaan/badan 
211 
 
Gambar IV. 1 
Rincian Hasil Laporan Pemeriksaan Pajak 
 
Dari jumlah data yang ada yang diambil sebagai sampel penelitan data dari 
WP Badan yang mempunyai data berhubungan tahun pemeriksaan (2007) dan 
  
39 
39 
1 tahun setelah pemeriksaan (2008) yang berjumlah 40 WP Badan yang 
merupakan data berpasangan dari :  
1. Daftar relatif rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal pajak 
penghasilan atau Tax Revenue based on Corporate Income Tax/CIT selama 
periode 2 tahun dikelompokkan menjadi: 
a) CIT 0  : rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal pajak 
penghasilan periode tahun pemeriksaan (2007). 
b) CIT 1plus : rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal pajak 
penghasilan periode 1 tahun setelah pemeriksaan (2008). 
Nilai total dan rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal 
tahun 2007 dan 2008 disajikan pada tabel IV 2. 
Tabel IV. 2 
Rata-Rata penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal (dalam 
rupiah) 
keterangan CIT 0  (2007) CIT 1plus (2008)
 
S  175.079.973.188 217.956.854.356 
C  4.376.999.330 5.448.921.359 
S : jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan 40 WP 
C : rata-rata 
2. Daftar rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan badan 
terhadap penjualan atau Tax Revenue based on Ratio of Corporate Income 
Tax to Sales/CITS selama periode 2 tahun yang dikelompokkan menjadi :  
a) CITS 0  : rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan 
badan terhadap penjualan periode tahun pemeriksaan (2007) 
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b) CITS 1plus  : rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak penghasilan 
badan terhadap penjualan periode 1 tahun setelah pemeriksaan 
(2008) 
Nilai total dan rata-rata rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan 
tahun 2007 dan 2008 disajikan pada tabel IV. 3 
Tabel IV. 3 
Rata-Rata Rasio Pajak Penghasilan Badan/Penjualan (dalam %) 
Keterangan CITS 0  (2007) CITS 1plus (2008)
 
S  3,596107522 3,996531297 
C                       0,09                      0,10 
S : jumlah  
C : rata-rata rasio Pajak Penghasilan Badan/penjualan 
Masing-masing kelompok data di atas (CIT dan CITS) adalah data 
berpasangan artinya data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara 
khusus. Adapun data berpasangan yang selanjutnya akan di analisis adalah 
sebagai berikut: CIT 0   - CIT 1plus  dan CITS 0  - CITS 1plus   
 
C. Pengujian Hipotesis Statistik 
1. Uji Normalitas 
 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 
normal atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan 
membandingkan probabilitas yang diperoleh (p) dengan taraf signifikansi (a ) 
0,05. apabila p >a  maka data terdistribusi secara normal, sedangkan jika p 
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<a maka data terdistribusi secara tidak normal. Dari data di atas diketahui  
bahwa:  
a. Uji Normalitas untuk rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai 
nomimal Pajak Penghasilan Badan atau CIT 
Tabel IV. 4 
Hasil Uji Normalitas Rata-Rata Penerimaan Pajak Berdasar Nilai Nomimal 
Pajak Penghasilan Badan 
 
Keterangan CIT 0 (2007) CIT 1plus (2008)
 
N 40 40 
Kolmogorov-Smirnov Z .847 1.237 
Asymp. Sig. (2-tailed) .469 .094 
Distribusi Normal Normal 
 
CIT 0 , dan CIT 1plus  terdistribusi normal karena nilai probabilitas / Asymp. 
Sig. (2-tailed)   CIT 0 , dan CIT 1plus  lebih besar daripada a  0,05 yaitu 
0.469>0.05, dan    0.094>0.05. hal ini menunjukkan bahwa  CIT 0 , dan 
CIT 1plus  memenuhi syarat distribusi normal p  > a .  
b. Uji Normalitas rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio pajak 
penghasilan terhadap penjualan atau CITS 
Tabel IV. 5 
Hasil Uji Normalitas Rata-Rata Penerimaan Pajak Berdasar  Rasio Pajak 
Penghasilan Terhadap Penjualan 
 
 
Keterangan CITS 0  (2007) CITS 1plus (2008)
 
N 40 40 
Kolmogorov-Smirnov Z .906 .816 
Asymp. Sig. (2-tailed) .385 .586 
Distrbusi Normal Normal 
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CITS 0 , dan CITS 1plus  terdistribusi normal karena nilai probabilitas / Asymp. Sig. 
(2-tailed)  CITS 0 , dan CITS 1plus   lebih besar daripada a  0,05 yaitu 0.385>0.05, 
dan 0.518>0.05. hal ini menunjukkan bahwa CITS 0 , dan CITS 1plus   memenuhi 
syarat distribusi normal p  > a .  
 
2. Uji Beda T-test dengan Sampel Berhubungan ( Paired Sampel T- test ) 
Uji Beda T-test dengan sampel berhubungan adalah salah satu metode 
pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau 
berpasangan. Ciri-cirinya adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 
perlakuan yang berbeda, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel. 
Dalam penelitian ini sampel t-test dengan sampel berhubungan diterapkan pada 
tiga perlakuan yang berbeda, yaitu ketika peneliti ingin menguji apakah ada 
perbedaan rata-rata sampel yang berhubungan pada tahun pemeriksaan (2007) 
dan 1 tahun setelah pemeriksaan (2008), yang akan menghasilkan data 
berpasangan.  
a. Hasil Uji t-test pada kelompok sampel CIT 
Berdasar hasil uji beda t-test pada kelompok sampel CIT (rata-rata 
penerimaan pajak berdasar nilai nomimal Pajak Penghasilan Badan) 
dengan menggunakan paired sampel T test diperoleh hasil yang disajikan 
dalam tabel IV. 6 sebagai berikut:  
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Tabel IV. 6 
Hasil Uji T-Test Rata-Rata Penerimaan Pajak Berdasar Nilai Nomimal Pajak 
Penghasilan Badan 
 
Keterangan CIT 0 - CIT 1plus  
 Sig.  .000 
Alfa (a ) 0.05 
Probabilitas 0.000 < 0.05 
Nilai kritis (t tabel) 1.6849 
Nilai statistik (t hitung) -6.863 
Probabilitas -6.863 < 1.6849 
Hipotesis:   
Ho: CIT n  = CIT 1-n  ditolak 
 
CIT 0 - CIT 1plus  
Penolakan Ho menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan rata-rata 
penerimaan pajak berdasarkan nilai nominal pajak penghasilan Badan antara 
periode CIT 0 - CIT 1plus  yang berarti terjadi peningkatan mean dari CIT 0  yaitu 
sebesar 4.376.999.330 menjadi sebesar 5.448.921.359 dengan prosentase kenaikan 
sebesar 24,48%. 
Nilai dari hasil analisis dari rata-rata penerimaan pajak berdasar nilai nominal 
pajak penghasilan untk seluruh data berpasangan dari CIT 0  - CIT 1plus  
menghasilkan penolakan Ho yang berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak 
berdasarkan nilai nominal pajak penghasilan badan tahun 2007 dengan 2008 
adalah tidak sama atau berbeda signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai 
probabilitas untuk data berpasangan tersebut < 0,05. 
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b. Hasil Uji t-test pada kelompok sampel CITS 
Berdasar hasil uji beda t-test pada kelompok sampel CITS (rata-rata 
penerimaan pajak berdasar rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap 
penjualan) dengan menggunakan paired sampel T test diperoleh hasil yang 
disajikan dalam Tabel IV. 7 sebagai berikut: 
Tabel IV. 7 
Hasil Uji T-Test Rata-Rata Penerimaan Pajak Berdasar  Rasio Pajak 
Penghasilan Terhadap Penjualan 
 
Keterangan CITS 0 - CITS 1plus  
 Sig. .188 
Alfa (a ) 0.05 
Probabilitas .188 > 0.05 
  
Nilai kritis (t tabel) 1.6849 
NIlai statistik (t hitung) 7.147 
Probabilitas 7.147 > 1.6849 
Hipotesis:   
Ho: CITS n  = CITS 1-n  diterima 
 
CITS 0 - CITS 1plus  
Penerimaan Ho menunjukkan adanya tidak adanya perbedaan 
signifikan dari rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio Pajak 
Penghasilan Badan terhadap penjualan antara periode CITS 0 - 
CITS 1plus  yang berarti tidak terjadi peningkatan signifikan mean dari 
CITS 0  yaitu sebesar 0,09% menjadi sebesar 0,10% dengan prosentase 
kenaikan 0,01%. 
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Nilai hasil analisis dari rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio Pajak 
Penghasilan Badan terhadap penjualan tahun 2007 dan 2008 untuk data 
berpasangan dari CITS 0 - CITS 1plus menghasilkan penerimaan Ho yang 
berarti bahwa rata-rata penerimaan pajak berdasar rasio Pajak PEnghasilan 
Badan terhadap Penjualan adalah tidak berbeda signifikan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai probabilitas untuk data berpasangan tersebut > 0,05. 
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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian di atas dapat disimpulkan: 
Dari penelitian di atas diketahui bahwa hasil pemeriksaan pajak secara 
nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, tetapi tidak diikuti oleh 
peningkatan rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan dan rata-
rata penerimaan pajak berdasar rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap 
penjualan. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak pada nominal Pajak 
Penghasilan Badan dan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadapa Penjualan 
mempengaruhi penerimaan pajak. Sedangkan, penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan atas laba yang meningkat 
pada tahun-tahun berikutnya. 
B. Keterbatasan 
 Dalam penelitian ini terdapat suatu keterbatasan yaitu data sampel yang 
kurang terperinci dalam proses pengambilan sampel dari populasinya. Data yang 
didapat adalah penjualan dan laba perusahaan, dari data ini peneliti mencari 
sendiri Pajak Penghasilan Badan dengan perhitungan tarif pajak untuk wajib pajak 
badan. 
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C. Saran-Saran 
1. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian 
ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan 
kebijaksanaan perpajakan dalam hal  pemeriksaan pajak. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah data-data dan 
variabel yang akan diteliti dari yang penulis ambil sebagai sampel agar 
didapat hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.  
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